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ABSTRAK 

Pidato pengukuhan Guru Besar dengan tema “Urgensi Peningkatan Kompetensi Media Literasi 

Individu di Era Digital” merepresentasikan paradigma literasi media berbasis kompetensi 

individu dalam menghadapi transformasi digital. Makalah ini bertujuan untuk mereview secara 

kritis pidato tersebut dengan menggunakan pendekatan teori resepsi Stuart Hall 

(encoding/decoding). Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan 

interpretatif. Hasil analisis menunjukkan, bahwa pidato tersebut kuat dalam aspek normatif dan 

struktural literasi media, namun cenderung mengabaikan dinamika interpretasi audiens sebagai 

subjek aktif. Dalam perspektif Stuart Hall, pesan literasi media tidak diterima secara tunggal, 

melainkan melalui posisi decoding yang beragam: dominan, negosiasi, dan oposisi. Oleh karena 

itu, literasi media tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kompetensi individu, tetapi juga 

harus mempertimbangkan konteks sosial, ideologis, dan relasi kekuasaan dalam ekosistem 

digital. 

Kata kunci: literasi media digital, resepsi audiens, Stuart Hall, komunikasi digital, 

encoding/decoding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I                                                                                                                               

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam pola 

komunikasi masyarakat. Pidato pengukuhan Guru Besar di bidang Ilmu Komunikasi tersebut 

menegaskan, bahwa peningkatan literasi media digital merupakan kebutuhan mendesak di tengah 

tingginya penetrasi internet dan maraknya disinformasi. Literasi media diposisikan sebagai solusi 

terhadap berbagai problematika digital, seperti: hoaks, cyberbullying, dan overload informasi. 

Namun, dalam kajian komunikasi kontemporer, khususnya dalam tradisi cultural studies, 

audiens tidak lagi dipandang sebagai penerima pasif, melainkan sebagai subjek aktif yang 

memproduksi makna. Hal ini menjadi penting untuk mengkritisi pendekatan literasi media yang 

terlalu menekankan aspek normatif dan kompetensi individu. Perspektif ini sejalan dengan 

pemikiran Stuart Hall yang menegaskan, bahwa makna tidak melekat secara tetap pada pesan 

media, melainkan dihasilkan melalui proses interpretasi yang dipengaruhi oleh latar sosial, 

budaya, dan ideologis audiens. 

Dalam konteks ini, literasi media tidak cukup hanya dipahami sebagai seperangkat 

keterampilan teknis dan kognitif yang harus dimiliki individu untuk “membaca” media secara 

benar. Lebih dari itu, literasi media juga harus diposisikan sebagai proses dialogis yang 

melibatkan negosiasi makna antara teks media dan pengalaman hidup audiens. Setiap individu 

membawa kerangka referensi yang berbeda, baik dari segi pendidikan, kelas sosial, pengalaman 

digital, maupun nilai-nilai budaya yang pada akhirnya membentuk cara mereka memahami dan 

merespons pesan media. 

Lebih lanjut, dalam ekosistem media digital yang ditandai oleh algoritma dan 

personalisasi konten, proses produksi makna menjadi semakin kompleks. Audiens tidak hanya 

menafsirkan pesan, tetapi juga secara aktif terlibat dalam mendistribusikan, memodifikasi, 

bahkan menciptakan ulang pesan tersebut melalui berbagai platform digital. Kondisi ini 

menunjukkan, bahwa relasi antara media dan audiens bersifat dinamis dan tidak lagi satu arah. 

Oleh karena itu, pendekatan literasi media yang terlalu berfokus pada peningkatan kompetensi 

individu, tanpa mempertimbangkan konteks struktural dan praktik interpretatif audiens 

berpotensi menyederhanakan kompleksitas komunikasi digital itu sendiri. 

Dengan demikian, diperlukan pendekatan yang lebih kritis dan reflektif dalam memahami 

literasi media, yaitu dengan mengintegrasikan perspektif resepsi audiens. Pendekatan ini tidak 

hanya menempatkan individu sebagai pihak yang harus “diperbaiki” kompetensinya, tetapi juga 

sebagai aktor sosial yang memiliki kemampuan untuk menegosiasikan, menolak, atau bahkan 

merekonstruksi makna yang ditawarkan oleh media. Dalam kerangka inilah, analisis terhadap 

pidato pengukuhan menjadi relevan untuk melihat sejauh mana wacana literasi media yang 

dibangun telah mengakomodasi kompleksitas peran audiens pada era digital. 



1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana konstruksi literasi media dalam pidato pengukuhan tersebut? 

2. Bagaimana pidato tersebut dapat dianalisis melalui teori resepsi Stuart Hall? 

3. Apa implikasi teoretis dari analisis tersebut terhadap kajian media literasi digital? 

1.3 Tujuan Penulisan 

1. Mereview pidato pengukuhan secara kritis 

2. Menganalisis pidato dalam perspektif teori resepsi 

3. Memberikan refleksi akademik dalam konteks studi media digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II                                                                                                                                            

KAJIAN TEORI 

2.1 Literasi Media Digital 

Literasi media digital merujuk pada kemampuan individu dalam mengakses, 

menganalisis, mengevaluasi, dan memproduksi pesan media secara kritis. Potter (2019) 

menekankan, bahwa literasi media tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan struktur 

pengetahuan dan kesadaran kritis. Dalam perspektif ini, literasi media dipahami sebagai 

seperangkat kompetensi yang memungkinkan individu tidak sekadar menjadi konsumen 

informasi, tetapi juga sebagai agen yang mampu menginterpretasi dan mengonstruksi makna 

secara reflektif. 

Lebih lanjut, literasi media digital mencakup kemampuan untuk memahami bagaimana 

pesan media diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi dalam konteks sosial, ekonomi, dan 

politik tertentu. Hal ini penting mengingat media digital tidak pernah netral, melainkan selalu 

membawa kepentingan, ideologi, dan logika industri tertentu. Dengan demikian, individu yang 

memiliki literasi media yang baik diharapkan mampu mengidentifikasi bias, memahami framing, 

serta menyadari adanya kepentingan di balik setiap konten yang dikonsumsi. 

Selain itu, literasi media digital juga berkaitan erat dengan kemampuan berpikir kritis 

(critical thinking), yaitu kemampuan untuk mempertanyakan, membandingkan, dan 

memverifikasi informasi dari berbagai sumber. Pada era banjir informasi (information overload) 

kini, kemampuan ini menjadi sangat penting untuk menghindari misinformasi dan disinformasi 

yang dapat memengaruhi persepsi serta pengambilan keputusan individu. Literasi media dalam 

konteks ini berfungsi sebagai mekanisme proteksi sekaligus pemberdayaan, yang memungkinkan 

individu untuk tetap rasional dan tidak mudah terpengaruh oleh arus informasi yang masif. 

Pada sisi lain, perkembangan teknologi digital juga menempatkan individu sebagai 

produsen konten (prosumer), sehingga literasi media tidak hanya berhenti pada aspek konsumsi, 

tetapi juga produksi. Individu dituntut untuk memiliki tanggung jawab etis dalam menciptakan 

dan menyebarkan konten, termasuk mempertimbangkan dampak sosial dari informasi yang 

dibagikan. Hal ini menunjukkan, bahwa literasi media digital tidak hanya berkaitan dengan 

kecakapan teknis dan kognitif, tetapi juga mencakup dimensi etika dan tanggung jawab sosial. 

Dengan demikian, literasi media digital merupakan kompetensi multidimensional yang 

melibatkan aspek teknis, kognitif, kritis, dan etis. Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran David 

Buckingham yang menekankan, bahwa literasi media harus dipahami sebagai praktik sosial yang 

dinamis, yang tidak hanya berfokus pada keterampilan individu, tetapi juga pada konteks budaya 

dan relasi kekuasaan yang melingkupi produksi dan konsumsi media. 

Livingstone & Helsper mengembangkan konsep individual competence framework 

sebagai pendekatan komprehensif dalam memahami literasi media digital pada tingkat individu. 



Kerangka ini menegaskan, bahwa literasi media tidak bersifat tunggal, melainkan terdiri dari 

beberapa dimensi kompetensi yang saling berkaitan, yaitu technical skills, critical 

understanding, dan communicative abilities. 

Pertama, technical skills merujuk pada kemampuan dasar individu dalam 

mengoperasikan perangkat dan teknologi digital. Kompetensi ini mencakup keterampilan 

menggunakan perangkat, seperti: smartphone, komputer, dan aplikasi digital, serta kemampuan 

mengakses berbagai platform media. Individu dengan technical skills yang baik mampu 

menavigasi internet, mencari informasi, serta memanfaatkan fitur-fitur digital secara efektif. 

Namun demikian, kemampuan teknis ini hanya merupakan fondasi awal, karena penguasaan 

teknologi tanpa diiringi pemahaman kritis berpotensi membuat individu tetap rentan terhadap 

manipulasi informasi. 

Kedua, critical understanding merupakan kemampuan yang lebih mendalam, yaitu 

kapasitas individu dalam menganalisis, mengevaluasi, dan menafsirkan pesan media secara 

kritis. Pada tahapan ini, individu tidak hanya menerima informasi secara apa adanya, tetapi 

mampu mempertanyakan kredibilitas sumber, memahami konteks produksi pesan, serta 

mengidentifikasi bias atau kepentingan tertentu di balik konten media. Kompetensi ini juga 

mencakup kesadaran akan bagaimana media bekerja, termasuk peran algoritma dan konstruksi 

realitas dalam membentuk persepsi publik. Dengan critical understanding, individu dapat 

menghindari jebakan hoaks, disinformasi, maupun manipulasi narasi yang berkembang di ruang 

digital. 

Ketiga, communicative abilities merujuk pada kemampuan individu dalam memproduksi 

dan mendistribusikan pesan media secara efektif dan bertanggung jawab. Pada era digital kini, 

setiap individu tidak hanya berperan sebagai konsumen, tetapi juga sebagai produsen konten 

(prosumer). Oleh karena itu, kompetensi ini mencakup kemampuan menulis, membuat konten 

visual atau audiovisual, serta berpartisipasi dalam komunikasi digital secara etis dan konstruktif. 

Selain itu, communicative abilities juga menuntut kesadaran akan dampak sosial dari pesan yang 

disampaikan, sehingga individu mampu berkomunikasi dengan mempertimbangkan nilai-nilai 

etika, norma sosial, dan tanggung jawab publik. 

Ketiga, dimensi tersebut menunjukkan, bahwa literasi media digital merupakan 

kompetensi yang holistik. Individu tidak cukup hanya mampu menggunakan teknologi (technical 

skills), tetapi juga harus memiliki kemampuan berpikir kritis (critical understanding) serta 

mampu berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam ekosistem komunikasi digital 

(communicative abilities). 

 

 

 



2.2 Teori Resepsi Stuart Hall (Encoding/Decoding) 

Stuart Hall mengemukakan, bahwa proses komunikasi tidak bersifat linear, melainkan 

merupakan proses dinamis yang melibatkan produksi (encoding) dan interpretasi (decoding) 

makna. Dalam kerangka ini, pesan media tidak memiliki makna tunggal yang secara otomatis 

dipahami sama oleh semua audiens, tetapi terbuka terhadap berbagai kemungkinan penafsiran. 

Pertama, encoding merupakan proses di mana pesan diproduksi oleh media atau 

komunikator. Pada tahapan ini, pembuat pesan tidak sekadar menyampaikan informasi secara 

netral, tetapi memasukkan nilai, ideologi, kepentingan, serta kerangka berpikir tertentu ke dalam 

pesan yang dikonstruksi. Misalnya, dalam produksi berita atau konten digital, pilihan kata, sudut 

pandang, hingga framing yang digunakan sangat dipengaruhi oleh kepentingan institusi media, 

latar belakang sosial pembuat pesan, maupun logika industri media itu sendiri. Dengan demikian, 

encoding merupakan proses konstruksi realitas, bukan sekadar refleksi realitas. 

Kedua, decoding adalah proses di mana audiens menerima dan menafsirkan pesan yang 

telah diproduksi. Berbeda dengan pendekatan komunikasi linear yang mengasumsikan, bahwa 

pesan akan dipahami sesuai dengan maksud pengirim, Stuart Hall menegaskan, bahwa audiens 

memiliki peran aktif dalam memberi makna. Proses decoding dipengaruhi oleh berbagai faktor, 

seperti: latar belakang sosial, pengalaman, pendidikan, nilai budaya, serta posisi ideologis 

individu. Oleh karena itu, makna yang dihasilkan dari suatu pesan dapat berbeda-beda, bahkan 

bertentangan dengan maksud awal komunikator. 

Ketiga, terkait dengan posisi audiens, Hall mengklasifikasikan cara audiens dalam 

melakukan decoding ke dalam tiga kategori utama. Posisi pertama adalah dominant-hegemonic 

position, yaitu ketika audiens menerima pesan sesuai dengan makna dominan yang diinginkan 

oleh pembuat pesan. Dalam posisi ini, audiens cenderung menyetujui dan tidak mempertanyakan 

ideologi yang terkandung dalam pesan tersebut. Posisi kedua adalah negotiated position, yaitu 

ketika audiens pada dasarnya menerima kerangka umum pesan, tetapi melakukan penyesuaian 

berdasarkan pengalaman dan konteks sosialnya sendiri. Audiens dalam posisi ini tidak 

sepenuhnya pasif, melainkan melakukan kompromi antara makna yang ditawarkan media dan 

realitas yang mereka alami. Posisi ketiga adalah oppositional position, yaitu ketika audiens 

menolak makna dominan yang disampaikan oleh media, dan justru membangun interpretasi 

alternatif yang berlawanan. Dalam posisi ini, audiens secara sadar mengkritisi ideologi yang 

terkandung dalam pesan dan memaknainya secara berbeda. 

Secara keseluruhan, teori ini menegaskan, bahwa makna dalam komunikasi bersifat 

plural, terbuka, dan kontekstual. Tidak ada jaminan bahwa pesan yang diproduksi akan diterima 

secara seragam oleh audiens. Oleh karena itu, dalam konteks media digital yang kompleks, 

pemahaman terhadap proses encoding dan decoding menjadi sangat penting untuk melihat 

bagaimana pesan media diproduksi, disebarluaskan, dan dimaknai secara beragam oleh 

masyarakat. 



BAB III                                                                                                                                     

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

3.1 Konstruksi Literasi Media dalam Pidato 

Dalam pidato pengukuhan tersebut, literasi media dikonstruksikan sebagai kebutuhan 

strategis nasional. Hal ini terlihat dari penekanan, bahwa literasi media tidak lagi bersifat 

opsional, melainkan menjadi bagian integral dalam menghadapi transformasi digital yang masif. 

Literasi media diposisikan sebagai fondasi penting dalam menjaga kualitas demokrasi, stabilitas 

sosial, serta ketahanan masyarakat terhadap arus informasi yang tidak terkontrol. Dengan 

demikian, isu literasi media ditempatkan dalam kerangka makro yang berkaitan dengan 

kepentingan negara dan pembangunan nasional. 

Selanjutnya, literasi media juga dipahami sebagai solusi terhadap risiko digital. Pidato 

tersebut menegaskan, bahwa berbagai persoalan, seperti: hoaks, disinformasi, perundungan siber, 

hingga manipulasi konten dapat diminimalisasi melalui peningkatan literasi media individu. 

Dalam hal ini, literasi media berfungsi sebagai mekanisme protektif yang diharapkan mampu 

membentengi masyarakat dari dampak negatif teknologi digital. Pendekatan ini menempatkan 

literasi sebagai instrumen utama dalam merespons kompleksitas risiko pada era digital. 

Selain itu, literasi media dipandang sebagai kompetensi individu yang harus ditingkatkan. 

Fokus utama diarahkan pada pengembangan kapasitas personal, baik dalam aspek teknis, 

kognitif, maupun etis. Individu diharapkan memiliki kemampuan untuk mengakses, memahami, 

menganalisis, serta memproduksi informasi secara kritis dan bertanggung jawab. Dengan kata 

lain, keberhasilan menghadapi tantangan digital sangat bergantung pada kesiapan individu dalam 

mengelola informasi. 

Pendekatan yang digunakan dalam pidato tersebut bersifat normatif, yang berarti 

menekankan pada bagaimana seharusnya individu bersikap dalam menggunakan media digital. 

Literasi media diposisikan sebagai standar ideal yang harus dicapai oleh masyarakat, dengan 

penekanan pada nilai-nilai, seperti: kebenaran, etika, dan tanggung jawab. Pendekatan ini 

cenderung memberikan arahan moral mengenai praktik bermedia yang dianggap benar dan salah. 

Selain itu, pendekatan tersebut juga bersifat edukatif, yaitu menempatkan literasi media 

sebagai proses pembelajaran yang harus dilakukan secara sistematis. Pendidikan, pelatihan, dan 

sosialisasi menjadi instrumen utama dalam meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat 

dalam bermedia digital. Dalam konteks ini, individu dilihat sebagai pihak yang perlu dibimbing 

dan diberdayakan melalui berbagai program literasi. 

Lebih jauh, pidato tersebut menggunakan pendekatan berbasis kebijakan, di mana peran 

pemerintah dan institusi menjadi sangat dominan. Literasi media tidak hanya dipandang sebagai 

tanggung jawab individu, tetapi juga sebagai agenda kebijakan publik yang perlu diatur melalui 



regulasi, kurikulum pendidikan, serta program nasional. Hal ini menunjukkan adanya intervensi 

struktural dalam upaya meningkatkan literasi media masyarakat. 

Penekanan utama dalam pidato tersebut terletak pada kemampuan individu, yang 

dianggap sebagai kunci dalam menghadapi tantangan media digital. Individu diharapkan mampu 

mengembangkan keterampilan teknis, berpikir kritis, serta memiliki kesadaran terhadap 

penggunaan media. Fokus ini memperlihatkan, bahwa solusi terhadap persoalan digital lebih 

diarahkan pada peningkatan kapasitas personal. 

Selain itu, terdapat penekanan pada tanggung jawab sosial, di mana individu tidak hanya 

bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, tetapi juga terhadap lingkungan sosialnya. Dalam 

praktik bermedia, setiap individu diharapkan mempertimbangkan dampak dari informasi yang 

disebarkan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain maupun masyarakat secara 

luas. Literasi media dalam hal ini berkaitan erat dengan etika sosial dan nilai-nilai kolektif. 

Penekanan lainnya adalah pada penguatan etika digital, yang menyoroti pentingnya 

norma dan nilai dalam penggunaan media. Individu didorong untuk bersikap bijak, santun, dan 

bertanggung jawab dalam berkomunikasi di ruang digital. Etika digital menjadi landasan dalam 

membentuk perilaku bermedia yang sehat dan konstruktif. 

Namun demikian, pendekatan yang digunakan dalam pidato tersebut cenderung bersifat 

top-down, yaitu berasal dari otoritas akademik dan institusional, yang kemudian diarahkan 

kepada masyarakat. Pendekatan ini menempatkan individu sebagai objek yang menerima arahan, 

sehingga ruang partisipasi dan pengalaman subjektif audiens kurang mendapatkan perhatian. 

Selain itu, pendekatan tersebut juga berorientasi pada kontrol, di mana literasi media 

dipandang sebagai alat untuk mengatur dan mengarahkan perilaku masyarakat dalam 

menggunakan media digital. Fokus pada pengendalian ini, berpotensi mengabaikan dinamika 

kebebasan berekspresi yang menjadi karakteristik utama ruang digital. 

Terakhir, pendekatan ini juga kurang mempertimbangkan dinamika interpretasi audiens, 

sebagaimana dijelaskan dalam teori resepsi. Pidato tersebut cenderung mengasumsikan, bahwa 

peningkatan literasi akan menghasilkan pemahaman yang seragam dan “benar” terhadap pesan 

media. Padahal, dalam realitas komunikasi, audiens memiliki latar belakang sosial, budaya, dan 

ideologis yang berbeda, sehingga interpretasi terhadap pesan media pun bersifat beragam. 

Dengan demikian, tanpa mempertimbangkan aspek ini, pendekatan literasi media berisiko 

menyederhanakan kompleksitas proses pemaknaan dalam komunikasi digital. 

3.2 Analisis Encoding dalam Pidato 

Dalam perspektif Stuart Hall, pidato pengukuhan tersebut dapat dipahami sebagai proses 

encoding, yaitu konstruksi pesan yang sarat dengan nilai, ideologi, dan kepentingan tertentu. 



Pidato ini tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membingkai realitas digital melalui 

pesan-pesan dominan yang ingin ditanamkan kepada audiens. 

Pertama, pidato tersebut meng-encode pesan, bahwa media digital berpotensi berbahaya. 

Hal ini tampak dari penekanan pada berbagai risiko, seperti: hoaks, disinformasi, ujaran 

kebencian, dan dampak negatif lainnya. Melalui konstruksi ini, media digital tidak diposisikan 

sebagai ruang netral, melainkan sebagai arena yang mengandung ancaman jika tidak dihadapi 

dengan kesiapan yang memadai. Narasi ini secara implisit membangun kesadaran kolektif, 

bahwa penggunaan media digital harus disertai kewaspadaan, sekaligus memperkuat urgensi 

intervensi melalui literasi media. 

Kedua, pidato tersebut juga mengandung pesan, bahwa literasi dalam menghadapi 

kompleksitas ruang digital. Literasi media diposisikan sebagai jawaban atas berbagai persoalan 

yang muncul, mulai dari penyebaran informasi palsu hingga degradasi etika komunikasi. Dengan 

demikian, literasi media tidak hanya dipahami sebagai kompetensi tambahan, tetapi sebagai 

instrumen strategis yang dianggap mampu mengatasi problematika digital secara komprehensif. 

Encoding ini menunjukkan adanya kecenderungan untuk menempatkan literasi sebagai solusi 

sentral, bahkan cenderung dominan dibandingkan pendekatan lain, seperti regulasi platform atau 

reformasi struktural. 

Ketiga, pidato tersebut menegaskan, bahwa individu harus menjadi kritis dan 

bertanggung jawab dalam menggunakan media digital. Pesan ini mengarahkan audiens pada 

pembentukan subjek yang ideal, yaitu individu yang mampu berpikir kritis, selektif dalam 

menerima informasi, serta memiliki kesadaran etis dalam berkomunikasi. Dalam konteks ini, 

individu tidak hanya diposisikan sebagai pengguna media, tetapi juga sebagai aktor moral yang 

memiliki tanggung jawab sosial. Encoding ini mencerminkan upaya pembentukan norma 

perilaku dalam ruang digital yang berbasis pada nilai-nilai etika dan rasionalitas. 

Lebih lanjut, pesan-pesan tersebut dikonstruksi melalui penggunaan data empiris. Pidato 

memanfaatkan statistik dan hasil penelitian untuk memperkuat argumen mengenai urgensi 

literasi media. Data tentang penetrasi internet, peningkatan pengguna media sosial, serta 

maraknya disinformasi berfungsi sebagai legitimasi ilmiah yang membuat pesan menjadi lebih 

kredibel dan sulit untuk ditolak. Dengan demikian, data tidak hanya berfungsi sebagai informasi 

pendukung, tetapi juga sebagai alat retoris dalam membangun otoritas pesan. 

Selain itu, pidato tersebut juga mengandalkan teori komunikasi sebagai landasan 

konseptual. Rujukan terhadap berbagai teori memberikan kerangka akademik yang memperkuat 

argumentasi, sekaligus menunjukkan bahwa gagasan yang disampaikan memiliki basis ilmiah 

yang kuat. Penggunaan teori ini tidak hanya berfungsi untuk menjelaskan fenomena, tetapi juga 

untuk membingkai cara pandang audiens terhadap media digital, sesuai dengan perspektif yang 

diinginkan oleh komunikator. 



Di sisi lain, pidato ini juga dibangun melalui narasi moral dan sosial. Literasi media tidak 

hanya dipresentasikan sebagai kebutuhan teknis, tetapi juga sebagai kewajiban moral dalam 

kehidupan bermasyarakat. Penekanan pada nilai-nilai seperti tanggung jawab, etika, dan 

kepedulian sosial menunjukkan, bahwa pesan yang disampaikan tidak bersifat netral, melainkan 

mengandung dimensi normatif yang kuat. Narasi ini berfungsi untuk membentuk kesadaran etis 

audiens, sekaligus mengarahkan perilaku mereka dalam menggunakan media. 

Secara keseluruhan, proses encoding dalam pidato ini mencerminkan posisi akademik 

dan institusional yang kuat. Sebagai bagian dari wacana akademik, pidato tersebut membawa 

otoritas keilmuan yang didukung oleh data dan teori. Sementara itu, sebagai produk institusional, 

pidato ini juga mencerminkan kepentingan yang lebih luas, seperti pembentukan masyarakat 

yang literat secara digital, dan selaras dengan nilai-nilai yang dianggap ideal. Kombinasi antara 

otoritas akademik dan legitimasi institusional ini, membuat pesan yang di-encode memiliki 

kekuatan hegemonik yang signifikan dalam memengaruhi cara pandang audiens terhadap literasi 

media digital. 

3.3 Analisis Decoding Audiens 

Dalam perspektif Stuart Hall, audiens tidak pernah menerima pesan media secara 

seragam, melainkan melakukan proses decoding berdasarkan latar belakang sosial, pengalaman, 

dan posisi ideologis masing-masing. Oleh karena itu, pesan literasi media yang disampaikan 

dalam pidato pengukuhan tersebut berpotensi dimaknai secara beragam melalui tiga posisi 

utama: dominan, negosiasi, dan oposisi. 

Pertama, dalam dominant reading (posisi hegemonik dominan), penulis menerima 

sepenuhnya pesan yang di-encode dalam pidato. Pada posisi ini, penulis menyetujui, bahwa 

literasi media merupakan solusi utama terhadap berbagai persoalan digital, seperti hoaks dan 

disinformasi. Penulis juga menerima pentingnya kemampuan berpikir kritis sebagai kompetensi 

dasar yang harus dimiliki setiap individu pada era digital. Selain itu, penulis dalam posisi ini 

cenderung mendukung urgensi regulasi digital sebagai bentuk intervensi untuk menciptakan 

ekosistem media yang sehat dan bertanggung jawab. Posisi dominan ini umumnya ditemukan 

pada kelompok yang memiliki kedekatan dengan wacana akademik dan kebijakan, seperti 

akademisi, pemerintah, dan praktisi komunikasi. Kedekatan ini membuat mereka memiliki 

kerangka referensi yang sejalan dengan pesan yang disampaikan, sehingga proses decoding 

berlangsung tanpa resistensi yang berarti. 

Kedua, dalam negotiated reading (posisi negosiasi), penulis pada dasarnya menerima 

pesan utama, namun melakukan penyesuaian dengan kondisi dan pengalaman mereka. Penulis 

dalam posisi ini umumnya setuju, bahwa literasi media penting, tetapi tidak sepenuhnya 

melihatnya sebagai solusi tunggal. Penulis menyadari adanya keterbatasan akses terhadap 

pendidikan, teknologi, dan sumber daya yang memengaruhi kemampuan individu dalam 

mencapai tingkat literasi yang ideal. Selain itu, penulis juga mempertimbangkan faktor sosial-



ekonomi yang dapat menjadi hambatan dalam penerapan literasi media secara merata. Misalnya, 

masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah atau akses internet terbatas, mungkin tidak 

memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan literasi media. Begitu pula pengguna 

media sosial sehari-hari yang lebih berorientasi pada praktik pragmatis, cenderung memaknai 

pesan literasi media secara fleksibel sesuai kebutuhan mereka. Dalam posisi ini, terjadi proses 

kompromi antara makna dominan yang ditawarkan oleh pidato dengan realitas sosial yang 

dihadapi audiens. 

Ketiga, dalam oppositional reading (posisi oposisi), penulis secara aktif menolak pesan 

dominan yang disampaikan dalam pidato. Penulis tidak melihat literasi media sebagai solusi 

utama, melainkan menganggap, bahwa persoalan utama dalam ekosistem digital terletak pada 

struktur yang lebih luas, seperti kekuatan platform digital dan algoritma yang mengatur distribusi 

informasi. Penulis dalam posisi ini, juga cenderung mengkritik pendekatan yang terlalu 

menitikberatkan pada individu, karena dianggap menyederhanakan masalah dan mengabaikan 

faktor struktural, seperti: kapitalisme platform dan dominasi industri teknologi. Kritik juga 

diarahkan pada kecenderungan wacana literasi media, yang terkesan menyalahkan individu atas 

ketidakmampuan mereka dalam menghadapi informasi digital. Posisi oposisi ini, sering muncul 

dari kalangan yang memiliki perspektif kritis, seperti aktivis digital dan akademisi dalam tradisi 

cultural studies, yang lebih sensitif terhadap isu kekuasaan, ideologi, dan ketimpangan dalam 

media. 

Secara keseluruhan, analisis decoding ini menunjukkan, bahwa makna pesan literasi 

media dalam pidato pengukuhan tidak bersifat tunggal dan deterministic (hasil selalu sama). 

Sebaliknya, makna tersebut terus dinegosiasikan, diperdebatkan, bahkan ditolak oleh penulis, 

sesuai dengan konteks sosial dan posisi ideologis khalayak media masing-masing. Hal ini 

menegaskan, bahwa efektivitas pesan literasi media tidak hanya bergantung pada bagaimana 

pesan tersebut dikonstruksi, tetapi juga pada bagaimana audiens memaknainya dalam praktik 

kehidupan sehari-hari. 

3.4 Kritik Akademik 

Berdasarkan analisis sebelumnya, terdapat beberapa kritik akademik yang dapat diajukan 

terhadap konstruksi literasi media dalam pidato pengukuhan tersebut. Kritik ini penting untuk 

memperluas perspektif dan menghindari penyederhanaan dalam memahami kompleksitas 

komunikasi digital. 

Pertama, terdapat reduksi terhadap kompleksitas audiens, di mana pidato cenderung 

memposisikan audiens sebagai objek yang perlu ditingkatkan kapasitasnya. Dalam kerangka ini, 

masyarakat dipandang sebagai pihak yang kurang literat, dan membutuhkan intervensi edukatif 

agar mampu menggunakan media secara “benar”. Pendekatan semacam ini, berimplikasi pada 

pengabaian peran audiens sebagai subjek aktif yang memiliki kemampuan untuk menafsirkan, 

menegosiasikan, bahkan memproduksi makna secara mandiri. Perspektif ini kurang sejalan 



dengan pemikiran Stuart Hall yang menekankan, bahwa audiens bukanlah entitas (orang) pasif, 

melainkan aktor sosial yang memiliki posisi dan pengalaman yang memengaruhi proses 

pemaknaan.  

Kedua, pidato tersebut menunjukkan kurangnya perspektif kekuasaan dalam melihat 

ekosistem media digital. Pembahasan lebih banyak difokuskan pada individu, sementara aspek 

struktural, seperti: peran algoritma, kapitalisme platform, dan dominasi industri media belum 

mendapatkan perhatian yang memadai. Padahal, dalam realitas digital saat ini, distribusi 

informasi sangat ditentukan oleh sistem algoritmik yang dikendalikan oleh korporasi teknologi 

global. Selain itu, logika kapitalisme platform juga berperan dalam membentuk preferensi, 

perilaku, dan bahkan persepsi audiens melalui mekanisme komodifikasi data dan atensi. Tanpa 

mempertimbangkan dimensi kekuasaan ini, analisis literasi media menjadi kurang komprehensif 

karena mengabaikan struktur yang justru sangat menentukan bagaimana informasi diproduksi 

dan didistribusikan. 

Ketiga, terdapat kecenderungan overemphasis (terlalu menekankan) pada individu, di 

mana persoalan digital direduksi menjadi masalah kurangnya kompetensi personal. Dalam 

kerangka ini, solusi yang ditawarkan berfokus pada peningkatan kemampuan individu dalam 

mengakses dan memahami media. Namun, pendekatan ini berisiko menyederhanakan persoalan 

yang sebenarnya bersifat kompleks dan multidimensional (terdiri dari berbagai sisi). Faktor 

struktural seperti ketimpangan akses teknologi, regulasi yang lemah, serta dominasi platform 

digital memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ekosistem komunikasi. Oleh karena itu, 

menempatkan individu sebagai pusat solusi tanpa mempertimbangkan faktor-faktor tersebut 

dapat menghasilkan pendekatan yang kurang efektif dan cenderung menyalahkan korban (victim 

blaming). 

3.5 Implikasi Teoretis 

Analisis terhadap pidato pengukuhan ini, memberikan sejumlah implikasi teoretis yang 

penting dalam pengembangan kajian literasi media digital. Pertama, literasi media tidak dapat 

dipahami semata-mata sebagai kemampuan teknis atau keterampilan individu dalam 

menggunakan media. Literasi media harus diposisikan sebagai praktik sosial yang kompleks, 

yang melibatkan interaksi antara individu, media, dan struktur sosial yang lebih luas. Dengan 

demikian, pendekatan yang terlalu menekankan pada aspek teknis, perlu dilengkapi dengan 

perspektif kritis yang mempertimbangkan konteks sosial dan ideologis. 

Kedua, analisis ini menegaskan, bahwa makna media selalu dinegosiasikan. Pesan yang 

diproduksi oleh media tidak memiliki makna tunggal, yang diterima secara seragam oleh 

audiens. Sebaliknya, makna tersebut terus mengalami proses negosiasi sesuai dengan latar 

belakang, pengalaman, dan posisi ideologis individu. Hal ini memperkuat relevansi teori resepsi, 

yang melihat komunikasi sebagai proses yang terbuka dan dinamis, bukan sebagai transfer 

makna yang bersifat linear (berurutan). 



Ketiga, audiens memiliki agency dalam proses interpretasi, yaitu kemampuan untuk 

secara aktif memberi makna terhadap pesan media. Audiens tidak hanya menerima atau menolak 

pesan, tetapi juga dapat mengadaptasi, memodifikasi, bahkan merekonstruksi makna sesuai 

dengan konteks mereka. Pada era digital, agency ini semakin kuat, karena audiens juga berperan 

sebagai produsen konten yang berkontribusi dalam membentuk wacana publik. 

Berdasarkan implikasi tersebut, pendekatan literasi media perlu dikembangkan menjadi 

lebih dialogis, yaitu melibatkan interaksi dua arah antara pembuat kebijakan, pendidik, dan 

masyarakat. Literasi media tidak lagi dipahami sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi 

sebagai ruang dialog yang memungkinkan pertukaran pengalaman dan perspektif. 

Selain itu, pendekatan literasi media juga harus bersifat kontekstual, dengan 

mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi kemampuan 

individu dalam mengakses dan memahami media. Pendekatan yang seragam tidak akan efektif 

dalam menjawab keragaman kondisi masyarakat. 

Terakhir, literasi media perlu dikembangkan secara kritis terhadap struktur kekuasaan, 

dengan memperhatikan peran algoritma, platform digital, dan industri media dalam membentuk 

ekosistem komunikasi. Pendekatan ini memungkinkan literasi media tidak hanya berfungsi 

sebagai alat adaptasi individu, tetapi juga sebagai sarana untuk memahami dan mengkritisi relasi 

kekuasaan yang bekerja dalam ruang digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV                                                                                                                                      

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Pidato pengukuhan tersebut merupakan kontribusi penting dalam mengangkat urgensi 

literasi media digital di Indonesia, khususnya dalam menekankan perlunya peningkatan kapasitas 

individu di tengah kompleksitas ekosistem digital. Pidato ini berhasil membangun kesadaran 

normatif mengenai pentingnya literasi media sebagai respons terhadap berbagai risiko digital 

yang semakin meningkat. 

Namun, dalam perspektif teori resepsi Stuart Hall, pendekatan yang digunakan masih 

cenderung bersifat normatif, dan belum sepenuhnya mengakomodasi dinamika interpretasi 

audiens. Audiens tidak selalu menerima pesan secara seragam, melainkan melakukan proses 

decoding yang beragam sesuai dengan latar belakang sosial, pengalaman, dan posisi ideologis 

masing-masing. 

Dengan demikian, makna pesan literasi media tidak bersifat tunggal, tetapi merupakan 

hasil negosiasi yang berlangsung secara terus-menerus. Literasi media tidak cukup dipahami 

sebagai upaya peningkatan kompetensi individu semata, melainkan sebagai proses sosial yang 

melibatkan interaksi antara individu, media, dan struktur kekuasaan dalam ekosistem digital. 

Oleh karena itu, pendekatan literasi media perlu diperluas agar lebih mampu menangkap 

kompleksitas relasi tersebut. 

4.2 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil analisis di atas, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan adalah 

sebagai berikut: 

1. Pengembangan literasi media perlu mengintegrasikan perspektif resepsi audiens, 

sehingga tidak hanya berfokus pada proses penyampaian pesan, tetapi juga pada 

bagaimana pesan tersebut dimaknai oleh berbagai kelompok masyarakat. 

2. Kajian literasi media harus mempertimbangkan faktor struktural dan ideologis, termasuk 

peran algoritma, platform digital, dan industri media dalam membentuk arus informasi. 

3. Pendekatan pendidikan literasi media perlu dikembangkan secara lebih partisipatif, 

dialogis, dan kritis, sehingga mendorong keterlibatan aktif audiens dalam proses 

pembelajaran. 

4. Program literasi media perlu disesuaikan dengan konteks sosial, ekonomi, dan budaya 

masyarakat, agar lebih relevan dan efektif dalam menjawab kebutuhan yang beragam. 



5. Diperlukan integrasi antara pendekatan berbasis individu dan pendekatan struktural, 

sehingga literasi media tidak hanya membebankan tanggung jawab pada individu, tetapi 

juga mendorong perubahan pada sistem media. 

6. Penguatan etika digital perlu diimbangi dengan pemahaman kritis terhadap dinamika 

kekuasaan dalam media, agar individu tidak hanya patuh pada norma (aturan sosial), 

tetapi juga mampu bersikap reflektif (perenungan secara mendalam) dan kritis. 

7. Penelitian lanjutan dalam bidang literasi media digital juga perlu diarahkan pada kajian 

empiris (berdasarkan kenyataan/data), mengenai bagaimana audiens memaknai pesan 

media dalam kehidupan sehari-hari. 

8. Kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat sipil perlu diperkuat dalam 

merancang kebijakan dan program literasi media yang lebih inklusif (merangkul) dan 

berkelanjutan. 

9. Literasi media perlu diposisikan sebagai bagian dari pendidikan kritis (critical education) 

yang tidak hanya bertujuan meningkatkan keterampilan, tetapi juga kesadaran sosial dan 

politik individu. 

10. Perlu adanya evaluasi berkelanjutan terhadap program literasi media yang telah 

dijalankan, untuk memastikan efektivitasnya dalam meningkatkan kualitas pemahaman 

dan praktik bermedia masyarakat. 
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